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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Instansi pemerintahan adalah sebuah wadah yang dimana di dalamya terdapat 

individu-invidu yang memenuhi syarat dalam untuk menjalankan masing-masing tugas 

yang ditugaskan kepada setiap individu dalam instansi tersebut. Sumber Daya Manusia 

(SDM) merupakan sebuah alat yang penting yang ada pada setiap instansi pemerintahaan. 

Setiap instansi pemerintahan perlu mengelola SDM yang ada dengan maksimal. SDM yang 

baik dalam artian berkompeten, memiliki keterampilan, dan memiliki pengetahuan akan 

sangat membantu instansi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada, dan juga dapat 

mengoptimalkan hasil kinerja setiap isntansi dalam mencapai target kerja yang telah 

ditentukan. 

Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai SDM yang berkompeten dalam 

menjalankan kewajiban mereka dan tanggung jawab mereka secara bersama-sama 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh instansi tersebut. 

Tujuan yang dapat dicapai dengan baik merupakan sebuah bukti keefektivitasan kinerja 

dari instansi tersebut, namun hal ini tidakla terlepas dari tingkat kedisiplinan para ASN itu 

sendiri yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri 

Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat penbina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
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Menurut Hasibuan (2003 : 193), disiplin kerja pegawai merupakan salah satu kunci 

sukses keberhasilan sebuah organisasi. Sikap disiplin kerja sangat menentukan dalam 

mengarahkan sikap dan perilaku pribadi seseorang untuk dapat bersikap dan berperilaku 

sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam tercapainya tujuan organisasi. Sikap disiplin 

yang baik tercermin dari besarnya rasa tanggungjawab seseorang dalam menjalankan tugas 

yang diberikan kepada pegawai tersebut. Maka peraturan sangat diperlukan untuk 

memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang 

baik di dalam organisasi, hal ini dikarenakan kedisiplinan organisasi dikatakan baik jika 

sebagian pegawai dapat menaati peraturan-peraturan yang ada. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bab 1 

pasal 1 mengatakan, bahwa: 

“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 

menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin” 

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS menurut Peraturan 

Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu: 

a) Mengucapkan sumpah PNS 

 

b) Mengucapkan sumpah jabatan 

 

c) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 

 

d) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

e) Melaksanakan tugas kedinasan 

 

f) Menjunjung tinggi kehormatan negara 

 

g) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau 

golongan 



 

h) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau atas perintah 

 

i) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara 

 

j) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat 

membahayakan atau merugikan negara atau pemeintah terutama pada bidang 

keamanan, keuangan, dan materiil 

k) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 

 

l) Mencapai sasaran kerja pegawai 

 

m) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 

 

n) Memberi kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan karis 

 

o) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang 

 

Adapun larangan-larangan yang harus dihindari oleh PNS menurut Undang-undang 

nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu: 

a) Menyalahgunakan wewenang 

 

b) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan 

menggunakan kewenangan orang lain 

c) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau 

lembaga atau organisasi internasional 

d) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat 

asing 



 

e) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- 

barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara 

secara tidak sah 

f) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di 

dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, 

golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara 

g) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun bauk secara 

langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan 

h) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan 

dengan jabatan dan/atau pekerjaannya 

i) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 

 

j) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi 

atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi 

yang dilayani 

k) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 

 

l) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

cara: 

1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye 

 

2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut 

PNS 

3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain 



 

4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara 

 

m) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: 

 

1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang mengutamakan atau merugikan salah 

satu pasangan calon selama masa kampanye 

2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan 

calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kapanye 

meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada 

PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 

n) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai 

peraturan perundang-undangan 

o) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan 

cara: 

1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

2) Menggunakan fasilitas yang tekait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye 

 

3) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon 

yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat 

Pegawai yang memiliki sikap disiplin kerja yang baik akan sangat membantu 



 

instansi di tempatnya bekerja dengan baik. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 

II (L2DIKTI) merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang 

Kepala. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (L2DIKTI) merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam mengurus Perguruan Tinggi 

Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri. L2DIKTI semula disebut dengan Koordinasi 

Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II yang diganti Menjadi Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah II (L2DIKTI)). Mengacu pada peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada pasal 39 ayat 1 menetapkan bahwa: 

“Semua tugas dan fungsi sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dn Tata Kerja 

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 42 tahun 2013 tentang perubahan atas 

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta masih tetap dilaksanakan sampai 

dengan organisasi dan tata kerja disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.” 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 15 tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Pendidikan Tinggi Swasta yang 

selanjutnya disebut L2DIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang kepala. Kopertis terdiri 

dari 14 wilayah yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. 

Pengalihan KOPERTIS menjadi L2DIKTI yang terbilang baru menyebabkan pihak 

L2DIKTI wilayah II belum memiliki perubahan yang terlalu besar dalam menjalankan 

tugas-tugasnya. Pihak L2DIKTI yang mengalami pengalihan nama pada tanggal 10 April 

2018 masih menjalankan instansi dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi maupun 

visi dan misi KOPERTIS WIlayah II sebelumnya, hal ini diakibatkan karena jangka waktu 



 

yang pendek menyebabkan pihak L2DIKTI belum sempat untuk memperbaharui tugas 

pokok, fungsi maupun visi dan misi yang baru untuk L2DIKTI wilayah II dan 

menyebabkan pihak L2DIKTI masih menjalankan tugas pokok, fungsi maupun visi misi 

KOPERTIS, dikarenakan belum adanya perubahan tugas, fungsi pokok maupun visi dan 

misi dari KOPERTIS menjadi L2DIKTI inilah yang membuat saya diperkenankan oleh 

pihak L2DIKTI untuk mengevaluasi kedisiplinan kerja pegawainya 

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia (RI) nomor 4 tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 17 

ayat 1 poin b dan c menyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang 

pembinaan dan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

a) Pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber 

daya perguruan tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan standar nasional 

pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi.” 

b) Peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada 

pendidikan tinggi secara berkelanjutan. 

L2DIKTI sebagai organisasi publik yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

perguruan tinggi menjalankan tugas dan fungsi pada bidang peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peningkatan mutu ini dimaksud untuk memperbaiki 

penyelenggaraan perguruan tinggi agar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi 

sehingga tercipta Perguruan Tinggi yang berkualitas. 

Peralihan KOPERTIS wilayah II menjadi L2DIKTI wilayah II yang tergolong baru 

menyebabkan masih dijalankannya tugas pokok, fungsi, maupun visi dan misi KOPERTIS, 

dikarenakan hal tersebut saya akan menyajikan tugas pokok, fungsi, maupun visi dan misi 

KOPERTIS wilayah II. KOPERTIS wilayah II sebagai lembaga yang merupakan 

perpanjangan tangan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 



 

mempunyai tanggung jawab terhadap kemajuan PTS di wilayah kerjanya, KOPERTIS 

wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan 

pembinaan terhadap PTS. Pembinaan ini dilakukan agar dalam penyelenggaraan PTS 

sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi sebagai upaya untuk menjamin dan 

meningkatkan kualitas pts yang pada akhirnya dapat dinilai dari akreditasi BAN-PT. 

Pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada KOPERTIS wilayah II dalam 

melaksanakan pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai institusi 

pemerintahan, KOPERTIS wilayah II memiliki visi dan misi yang kemudian akan 

dijabarkan kembali rencana strategis KOPERIS wilayah II. Visi KOPERTIS wilayah II 

adalah “menjadikan KOPERTIS wilayah II sebagai institusi pengawasan, pengendalian 

dan pembinaan untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang bermutu dan berdaya 

saing”. untuk mewujudkan visi tesebut KOPERTIS wilayah II menerapkan beberapa misi, 

yaitu: 

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi 

swasta dengan melalui penataan sistem pengawasan, pengendalian dan pembnaan 

dengan pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, baik tenaga administrasi 

maupun tenaga akademik. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga administrasi maupun tenaga 

akademik secara berkelanjutan, peningkatakan kegiatan tri dharma perguruan tiggi, 

kegiatan kemahasiswaan, serta ditunjang oleh pengadaan sarana prasarana yang 

memadai. 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melalui penerapan 

sistem penjaminan mutu internal di masing-masing perguruan tinggi swasta yang sesuai 

denga standar nasional pendidikan tinggi. 



 

4. Meningkatkan perluasan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi swasta 

melalui penyaluran beasiswa. 

Fungsi utama dari didirikannya KOPERTIS adalah terkait dengan pengawasan, 

pengendalian, dan pembinaan PTS. Demi mewujudkan tujuan yang telah disusun oleh 

KOPERTIS, dibutuhkanlah pegawai yang mampu untuk mengemban tugas dan 

menjalankan kewajiban yang akan dilimpahkan kepada mereka sebagai ASN. ASN sebagai 

sumber daya manusia di setiap instansi pemerintahan mengemban tugas yang penting yaitu 

melayani masyarakat secara adil, jujur, transparan, merata dan juga memberikan pelayanan 

prima kepada setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan mereka. Demi mencapai 

tujuan instansi dan juga memberikan pelayanan yang baik dan juga prima kepada 

masyarakat, SDM yang ada juga perlu memperhatikan tingkat kedisiplinan mereka masing-

masing. Kedisiplinan mereka sebagai abdi negara ini mempengaruhi kinerja isntansi secara 

keseluruhan, SDM yang baik dengan latar belakang pendidikan yang baik dapat membantu 

instansi untuk mencapai tujuannya, adapun latar belakang pendidikan dari ASN di 

L2DIKTI Wilayah II, adalah: 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1.1. Jumlah Aparatur Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah II berdasarkan tingkat pendidikan 

 
No. Dasar Pendidikan Jumlah 

1. S3 1 

2. S2 19 

3. S1 18 

4. D3 4 

5. SLTA 7 



 

6. SLTP 2 

7. SD 1 

Jumlah 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2018 

 
Berdasarkan tabel satu dapat kita lihat bahwa ASN yang bekerja di L2DIKTI 

Wilayah II memiliki latar belakang pendidikan yang baik dimana dengan adanya pegawai 

dengan latar belakang pendidikan yang baik akan dengan mudah membantu instansi untuk 

mencapai tujuan mereka. 

Berdasarkan hasil dari observasi yang saya lakukan, ditemukan bahwa para 

pegawai L2DIKTI sering kali terlambat masuk kerja, dan beberapa pegawai khususnya 

pegawai wanita lebih tertarik dengan kehidupan pribadi mereka dibandingkan tugas 

mereka yang ada pada saat itu. Tidak adanya teguran bagi pegawai yang tengah lalai 

dengan pekerjaannya membuat pegawai sering kali melakukan hal ini, dengan adanya hal 

ini dapat dikatakan bahwa kurangnya pengawasan secara langsung oleh atasan terhadap 

pegawai. Berikut adalah gambar dari suasana salah satu ruang kerja di L2DIKTI: 

Gambar 1.1. Suasana Ruang Kepegawaian Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II 



 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi pada tanggal 19 Oktober 2018 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, suasana yang ada pada gambar 

 

1.1 menunjukkan hampir tidak ada pegawai yang berada di ruangannya. Sedikitnya 

pegawai yang ada di dalam gambar tersebut disebabkan beberapa pegawai lebih memilih 

untuk sibuk dengan kehidupan pribadi mereka, dimana pada saat itu beberapa pegawai 

seharusnya menyelesaikan tugas mereka, namun mereka lebih memilih untuk membahas 

kehidupan pribadi mereka di luar ruangan. pada saat kejadian itu pula tidak adanya atasan 

yang memonitori bawahannya, dimana gambar tersebut menunjukkan adanya perilaku 

indisipliner yang dilakukan pegawai. 

Permasalahan selanjutnya adalah tingginya tingkat ketidak hadiran pegawai pada 

tahun 2017, hampir setiap bulannya persentase ketidak hadiran pegawai ini mendapatkan 

angka yang tinggi, berikut adalah diagram batang atas persentase ketidak hadiran pegawai 

pada tahun 2017: 



 

Gambar 1.2. Diagram Batang Persentase Ketidakhadiran Pegawai Tahun 2017 
 

 
 

Sumber: Diolah berdasarkan absensi pegawai tahun 2017 

 

Berdasarkan diagram batang di atas menunjukkan jumlah persentase ketidak 

hadiran pegawai hampir setiap bulannya berada di atas 50%. adapun alasan atas ketidak 

hadiran pegawai yang selalu tinggi adalah alasan cuti, yang selanjutnya diikuti oleh alasan 

sakit, kemudian alasan izin dan terakhir tidak hadir tanpa memberikan kabar atau alpa. 

Adapun diagram batang mengenai persentase ketepatan waktu masuk kerja pegawai pada 

tahun 2017, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.3. Diagram Batang Persentase Ketepatan Waktu Masuk Kerja Pegawai 

Tahun 2017 
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Sumber: Diolah berdasarkan absensi fingerprint pegawai tahun 2017 

 

Berdasarkan diagram batang di atas dapat dilihat bahwa 91% dari 12 bulan pada 

tahun 2017, pegawai L2DIKTI terlambat datang ke kantor, hal ini ditujukkan dengan 

tingginya persentase keterlambatan pegawai. Persentase keterlambatan paling tinggi 

terdapat pada bulan Juli dimana pada bulan tersebut ada 21 hari efektif kerja, pada bulan 

tersebut pula tidak ada hari libur nasional, hal apa yang menyebabkan tingginya persentase 

keterlambatan pegawai pada bulan Juli 2017 dimana bulan tersebut dapat dikatakan 

sebagai bulan produktif. Salah satu kewajiban dalam menjalani kedisiplinan kerja yaitu 

menjaga barang-barang inventaris yang ada dengan baik, dengan kondisi barang inventaris 

yang baik dapat menjunjang kinerja pegawai, adapun kondisi barang inventaris di kantor 

L2DIKTI adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Kondisi Inventaris Barang Kantor Lemabaga Layanan Pendidilan Tinggi WIlayah II tahun 

2016-2017 

No Tahun Kondisi barang 

Baik Rusak Ringan Rusak Berat 

1 2016 3.065 576 322 

Ketepatan Waktu Masuk Kerja Pegawai 
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2 2017 2.843 687 433 

Jumlah 5.908 1.263 755 

Sumber : Sub Bagian Umum Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

Berdasarkan tabel 1.2, jumlah inventaris barang di Kantor L2DIKTI Wilayah II 

pada tahun 2017 sebanyak 3.963, sebanyak 2.843 inventaris dalam kondisi baik dan 

adapun jumlah inventaris dalam keadaan rusak ringan maupun rusak berat sebanyak 1.120 

barang. Adapun inventaris yang mengalami kondisi rusak adalah barang-barang yang 

memang memiliki umur tua dan tidak bisa diperbaiki, contohnya banyaknya lemari 

berbahan dasar kayu yang tidak dapat dipakai lagi dan juga lemari berbahan besi maupun 

kursi dan meja yang termakan usia, banyak juga buku-buku seperti buku direktori maupun 

buku panduan layanan yang tidak dapat dipakai kembali akibat kondisinya yang usang, 

dapat dikatakan karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan yang menyeluruh oleh para 

pegawai pada barang-barang tersebut yang membuat kondisi barang tersebut semakin tidak 

terawat hingga akhirnya rusak dan tidak dapat digunakan kembali. 

Berdasarkan perilaku-perilaku indisipliner dilakukan oleh PNS L2DIKTI Wilayah 

II yaitu pada setiap bulannya pada tahun 2017 ketidak hadiran pegawai melampaui 50%, 

untuk ketepatan waktu masuk kerja pegawai juga dapat dikatakan buruk, sebab pada tahun 

2017 persentase keterlambatan pegawai menyentuh angka 91%. inventaris barang yang ada 

di kantor L2DIKTI pula sebanyak 31% dalam kondisi rusak akibat kurangnya perawatan 

dan pemeliharaan dari pihak L2DIKTI sendiri, dan juga dalam lima hari kerja para  

pegawai L2DIKTI WIlayah II tidak setiap hari menggunakan pakaian sesuai dengan 

peraturan yang ada, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama dua minggu, 

para pegawai hanya menggunakan seragam yang telah ditentukan pada hari senin dan 

selasa, namun menjelang hari rabu dan setelahnya, 52% pegawai hanya memakai pakaian 

bebas pantas. 

Hasibuan (2003 : 194) menyatakan bahwa kedisiplinan kerja memiliki beberapa 

indikator, yaitu sebagai berikut: 



 

1. Tujuan dan kemampuan 

 

2. Teladan pemimpin 

 

3. Balas jasa 

 

4. Sanksi hukuman 

 

5. Ketegasan 

 

6. Hubungan kemanusiaan 

 

Teori ini menjelaskan bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para 

manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar bersedia untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi yang berlaku 

Dipaparkan kembali menurut Undang-Undang No. 5 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, 

 

bahwa: 

 

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah.” 

Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan 

negara yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan ASN yang demi menjadikan pemerintahan 

yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang profesional, pemerintahan yang 

bertanggung jawab, dan juga pemerintahan yang transparan. Dalam usaha mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan pro masyarakat, tidak sedikit ASN yang tidak disiplin dalam 

menjalankan tanggung jawab mereka saat bekerja. Beberapa hal yang dapat menjadi 

contoh adalah ketika para ASN telat masuk kantor, tidak mengikuti apel pagi, maupun 

tidak mengikuti jam pulang yang telah ditetapkan. Kurangnya rasa tanggung kawab 

menjadi salah satu akar masalah yang menyebabkan kurangnya disiplin kerja ASN. 

Dengan demikian disiplin kerja merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan dalam 

upaya meningkatkan kinerja pegawai. 



 

Disiplin kerja karyawan yang baik dapat diharapkan menjadi sebuah pedoman bagi 

para ASN agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai tanggung jawab 

mereka, dan juga dengan disiplin kerja yang baik dapat membantu setiap karyawan untuk 

membangun suasana kerja yang baik, tertib, dan teratur, maka dengan ini mereka dapat 

dengan optimal menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi secara optimal. 

Pimpinan atau atasan juga memiliki peran yang penting dalam membentuk kedisiplinan 

karyawan sebuah instansi. Seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil menjadi seorang 

pemimpin apabila bawahannya dapat memiliki kedisiplinan yang baik sebagai salah satu 

faktor mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik dapat memberikan arahan yang 

tepat dan menjadi contoh yang tepat juga bagi bawahannya. Dengan adanya karakter 

pemimpin yang disiplin tentu dapat mempengaruhi bawahannya agar dapat berperilaku 

disiplin juga. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan 

judul “Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah II .” 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana 

disiplin kerja Aparatur Sipil Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kedisiplinan kerja pegawai di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 

II. 



 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberikan informasi bagi pihak- 

pihak terkait, baik itu pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi WIlayah II, Kelompok 

Masyarakat, Organisasi Masyarakat, maupun Pemerintah lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi akademisi Ilmu 

Administrasi Negara, terutama bidang konsentrasi Manajemen Sektor Publik tentang 

Kedisiplinan Kerja Apatarur SIpil Negara Lembaga Pendidikan Tinggi WIlayah II. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 

 

Landasan teori merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk 

menggambarkan suatu fenomena sosial maupun alami. Dengan demikiam kerangka 

teori/konseptual dapat diartikan sebagai alur logika atau penalaran yang merupakn definisi 

yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena ssial maupun alami. 

Penelitian ini berkenaan dengan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, oleh karena itu teori-teori yang akan digunakan 

pada landasan teori yang berkanaan dengan disiplin kerja ASN, baik yang berhubungan 

dengan definisi, parameter, maupun lainnya. 

1. Disiplin 

 

Disiplin merupakan tindakan taat dan patuh terhadap nilai-nilai tangugng jawab 

yang diemban oleh setiap individu. Pendisiplinan adalah sebuah usaha untuk 

menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar setiap individu memiliki kemampuan 

untuk menaati sebuah peraturan dan menjalankan tanggungjawabnya. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin merupakan tata tertib, ketaatan, sebuah 

tindakan yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pgeawai Negeri Sipil (PNS) Bab 1 Pasal 1 mengatakan, bahwa: 

“Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan ASN untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 



 

Perundang-Undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 

atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.” 

Disiplin juga merupakan tindakan dari seseorang atau sekelompok orang yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala aturan atau keputusan 

yang telah ditetapkan. Disiplin dapat dikembangkan melalui suatu latihan antara lain 

dengan bekeja menghargai waktu, tenaga, dan juga biaya (Muchdarsyah, 2009 : 134). 

Adapun kedisiplinan menurut Prijodarninto (1993 : 15), yaitu disiplin adalah sebuah 

kondisi yang tercipta dan tebentuk dari proses seangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu 

tercipta melalui sebuah proses binaan yang didapatkan dari keluarga, pendidikan, dan 

juga pengalaman. 

Menurut penapat Alex S. Nitisemito (2006 : 199), bahwa 

 

“Disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan pembuatan yang sesuai dengan 

peraturan dari perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis.” 

Disiplin adalah kondisi untuk melakukan koreksi atau hukum bagi pegawai 

yang melanggar ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan organisasi. Disiplin 

merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai selalu berada 

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Serdamayanti, 2010 : 

38). 

Menurut Fathoni (2006 : 126), kedisiplinan merupakan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku. Kesadaran merupakan sebuah sikap seseorang yang secara sukarela 

mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan 



 

adalah sebuah sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai denga 

peraturan organisasi, baik secara tertulis maupun tidak. Kedisiplinan juga dapat 

diartikan apabila pegawai 

selalu datang dan pulang tepat pada waktu yang telah ditetapkan, 

mengerjakan tangung jawabnya dengan baik, dan mematuhi perturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin harus ditegakkan dalam sebuah 

organisasi, karena dengan adanya disiplin yang baik, maka organisasi akan dengan 

mudah mencapai tujuannya. 

Prijodarminto (1993 : 15) memaparkan bahwa disiplin terbagi pada tiga 

aspek, yaitu sikap mental, pemahaman, dan sikap kelakuan, yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Sikap mental, merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan 

dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. 

b. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, keriteria, dan 

juga standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut 

menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan 

akan aturan, norma, keriteria, dan standar tersebut merupakan syarat mutlak 

untuk mencapai keberhasilan. 

c. Sikap kelakuan yang wajar menunjukkan kesanggupan hati, untuk mentaati 

segala hal secara cermat dan tertib. 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nawawi (1998 : 

104), bahwa: 

 
 

Disiplin adalah sebagai usaha mencegah terjadinya pelanggara- 



 

pelanggaranterhadap ketentuan yang telah disetujui bersama dalam melaksanakan 

kegiatan agar pembinaan hukuman terhadap seseorang atau kelompok dapat 

dihindari. 

Adapula menurut Saydam (2000 : 28) bahwa bentuk disiplin kerja yang baik 

akan tergambar pada suasana: 

a. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan yang ingin 

tercapai 

b. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif kerja pegawai dalam 

melakukan kerjanya 

c. Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya. 

d. Berkembang rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan 

pegawai 

e. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. 

 

Sastrohadiwiryo (2007 : 29) menyataan bahwa disiplin kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu sikap menghormat, menghargai, patuh, dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

Menurut Davis (dalam Mangkunegara, 2001 : 129), disiplin kerja dapat 

diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi. Ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu: 



 

a. Disiplin prevektif, adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti 

dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah ditentukan. Tujuan 

dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai agar berdisipli diri. 

b. Disiplin korektif, adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan 

satu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan 

pedoman yang berlaku pada instansi tersebut. Pada disiplin korektif, bagi 

pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai peraturan yang 

berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada 

pelanggar. 

ASN yang bekerja di sebuah instansi pemerintahan terkadang berperilaku 

tidak disiplin, adapula menurut Dharma (2004 : 38) mengungkapkan perilaku 

tidak disiplin yang sering dijumpai di tempat kerja, yaitu: 

a. Melangar peraturan jam istirahat dan peraturan kerja lainnya. 

 

b. Melanggar peraturan keamanan dan kesejahteraan 

 

c. Terlambat masuk kerja, mangkir dari pekerjaan. 

 

d. Berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga, dan saling melempar rasa 

tanggung jawab. 

e. Bekerja dengan ceroboh dan merusak peralatan kerja. 



 

f. Secara terang-terangan menunjukkan ketidakpatuhan, seperti menolak 

melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan. 

g. Sering terjadinya konflik antara pegawai dan pimpinan. 

 

Dengan adanya sikap ketidakdispinan yang dilakukan oleh para ASN, maka 

sanksi yang harusnya menjadi pemicu agar ASN tidak akan melanggar ketentuan 

yang ada. Sanksi tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik pegawai 

agar tidak melakukan pelanggaran disiplin, sehingga terciptanya kelancaran tugas 

pegawai. 

2. Tujuan Disiplin Kerja 

 

Disiplin kerja dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan dari kedisiplinan 

kerja itu sendiri, sehingga pelaksanaan kerja menjadi lebih efektif dan efisien. 

Disiplin kerja bertujuan untuk menciptakan sebuah kondisi yang teratur, tertib, 

agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Menurut Sutrisno (2019 : 87), tujuan utama disiplin kerja adalah untuk 

meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan 

waktu dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan 

atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan dan perlengkapan kerja yang 

disebabkan oleh ketidakhati-hatian, sendau gurau atau pencurian. 

Adapula beberapa tujuan disiplin kerja menurut Siswanto (2005 : 29), yaitu: 

 

a. Tujuan umum disiplin kerja, tujuan umum ini dimaksudkan demi kelangsungan 

perusahaan sesuai dengan motif perusahaan yang bersangkutan, baik hari ini 

maupun hari esok. 

b. Tujuan khusus disiplin kerja 



 

1) Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah 

manajemen. 

2) Dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu memberikan 

servis yang maksimum kepada pihak tertentu yan berkepentingan dengan 

perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya 

3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa 

perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

4) Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

pada perusahaan. 

5) Tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang 

3. Fungsi Disiplin Kerja 

 

Adapun fungsi disiplin menurut Tulus (2004 : 38), yaitu: 

 

a. Mata kehidupan bersama 

 

Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama dalam suatu kelompok 

tertentu dalam masyarakat. Sehingga terjalin anter individu menjadi  lebih 

baik dan lancar. 

b. Membangun kepribadian 

 

Lingkungan organisasi yang memiliki disiplin yang baik, seperti keadaan 

yang tenang, tertib, dan tentram sangat berperan dalam membangun 



 

kepribadian yang baik. 

 

c. Melatih kepribadian 

 

Disiplin merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar 

senantiasa menunjukkan kinerja baik, namun sikap, perilaku, dan pola 

kehidupan yang baik dan berdisiplin membutuhkan waktu yang cukup lama 

melalui proses pelatihan bersama anggota organisasi. 

d. Pemaksaan 

 

Disiplin berfungsi sebagai pemaksa seseorang untuk mengikuti peraturan-

peraturan yang berlaku. Dengan pemaksaan, pembiasaan dan latihan disiplin 

seperti itu dapat menyadarkan bahwa disiplin itu penting dan akan menjadi 

kebiasaan berdisiplin. 

e. Hukuman 

 

Disiplin disertai ancaman hukuman sangat penting karena dapat 

memberikan dorongan kekuatan untuk menaati dan mematuhinya tanpa 

ancaman hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat menjadi lemah 

serta motivasi untuk mengikuti aturan yang berlaku menjadi berkurang. 



 

Fungsi dari disiplin kerja yaitu sebagai sebuah pembentuk sikap, perilaku, dan 

tata kehidupan disiplin di dalam lungkungan di tempat seseorang itu berada, 

termasuk lingkungan kerja, sehingga dapat tercipta suasana tertib dan teratur di 

lingkungan kerja 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut 

Singodimedjo (dalam Sutrisno, 2019 : 89), adalah sebagai berikut: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

 

Besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi tegaknya disiplin. 

Pegawai akan mematuhi segala peraturan yang berlaku bila merasa 

mendapatkan jaminan balas jasa yang sesuai dengan jerih payahnya yang 

telah dikontribusikannya kepada instansi, begitu juga sebaliknya jika 

pegawai mendatkan kompensasi yang kecil, maka pegawai bisa merasa 

bahwa apa yang telah dilakukannya untuk isntansi tidak sesuai dengan 

keilnya kompensasi yang ia dapat. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan 

 

Keteladanan pimpinan dapat dikatakan penting, karena dalam 

lingkungan instansi, seluruh pegawai akan selalu memerhatikan 

bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin bagi dirinya sendiri dan 

bagaimana pimpinan dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, 

perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang telah 

ditetapkan. 

 
 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 



 

Pembinaan disiplin tidak dapat terlaksana dalam instansi apabila 

tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bagi 

pegawai. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat 

hanya berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kondisi dan situasi. 

4. Keberanian pimpinsn dalam mengambil tindakan 

 

Bila seorang pegawai melanggar disiplin, maka perlu adanya 

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya tindakan terhadap 

pelanggar disiplin, sesuai dengan sanksi yang berlaku, maka semua 

karyawan akan merasa terlindungi dan tidak akan berbuat hal serupa. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi perlu ada 

pengawasan, yang akan mengarahkan para pegawai agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan kegiatan yang 

telah ditetapkan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada pegawai 

 

Pegawai adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara 

satu dengan yang lainnya. Seorang pegawai tidak hanya puas dengan 

kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka 

masih membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya. Keluhan 



 

dan kesulitan yang mereka hadapi ingin didengar dan dicarikan jalan 

keluarnya. 

5. Indikator-indikator Disiplin Kerja Pegawai 

 

Menurut Hasibuan (2003 : 194), ada beberapa indikator yang 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai suatu organisasi, adalah: 

a. Tujuan dan kemampuan 

 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti 

bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai 

dengan kemampuan pegawai yang bersangkitan, agar pegawai tersebut 

bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

a. Teladan kepemimpinan 

 

Teladan kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan 

oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, 

berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai dengan kata dan perbuatannya. 

Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan akan ikut 

menjadi baik pula. Jika teladan pimpinan kurang baik atau kurang 

berdisiplin, para bawahan pula akan kurang berdisiplin. 

b. Balas jasa 

 

Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan 

pegawai terhadap organisasi dan pekerjannya. Jika kecintaan pegawai 

semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan menjadi semakin 

baik pula. Untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai yang baik, organisasi 

harus memberikan balas jasa yang relatif besar. keluarga. Balas jasa berperan 



 

penting untuk menciptakan kedisiplinan. Kedisiplinan pegawai tidak mungkin 

baik apabila balas jasa yang mereka terima kurang memuaskan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya pegawai, artinya semakin besar balas jasa 

yang didapatkan oleh pegawai, semakin baik pula kedisiplinan pegawai, 

sebaliknya apabila balas jasa kecil, kedisiplinan pegawai menjadi rendah. 

Pegawai sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan primernya 

tidak terpenuhi dengan baik. 

c. Sanksi hukuman 

 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

pegawai, dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan 

semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap dan 

perilaku tidak disiplin pegawai akan berkurang. 

d. Ketegasan 

 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 

menghukum setiap pegawai yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman bagi pegawai yang tidak disiplin akan disegani dan 

diakui kepemimpinannya oleh bawahan. 

 
 

e. Hubungan kemanusiaan atau kerjasama 

 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai ikut 

menciptakan keisiplinan yang baik pada suatu organisasi. 

Disiplin kerja yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada 



 

bawahan, karena itu sangatlah perlu bila kedisiplinan mendapatkan penanganan 

yang intensif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi. Dalam 

menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, perlu adanya kebijakan 

yang tegas untuk mengoreksi, memperbaiki dan menghindari terulangnya 

pelanggaran kembali hal-hal negatif di masa mendatang. Tujuan utama dari 

adanya sanksi disiplin kerja bagi para pegawai yang melanggar norma-norma 

organisasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik para tenaga kerja yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Penetapan jenis sanksi disiplin yang akan 

diterima oleh pegawai yang melanggar hendaknya dipertimbangkan secara cermat 

dan sanksi yang dijatuhkan setimpal dengan pelangaran yang dilakukan oleh 

pegawai itu sendiri. Dengan demikian sanksi disiplin dapat diterima secara adil. 

Pegawai yang sebelumnya mendapatkan sanksi disiplin yang sama dan 

mengulangi pelanggaran pada kasus yang sama perlu dijatuhi sanksi disiplinyang 

lebih berat dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah yang berlaku. 

6. Aparatur Sipil Negara 

 

Definisi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut UU No. 5 Tahun 2014 

tentang ASN pasal 1 ayat 1 adalah: 

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjad ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” 

 
 

Sebagai ASN, setiap pegawai memiliki fungsi, tugas, dan juga perannya 

masing-masing yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Aparatur Sipil Negara tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi 

juga harus mampu untuk melaksanakan, menggerakkan, serta memperlancar 

pembangunan untuk kepentingan masyarakat secara luas. 

B. Teori Yang Digunakan 



 

Berdasarkan teori di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

Hasibuan (2003 : 194). adapun alasannya yaitu dalam menganalisis disiplin kerja pegawai, 

teori Hasibuan dianggap sesuai dengan topik yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinngi Wilayah II. Teori ini menjelaskan mengenai disiplin kerja adalah suatu 

alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar bersedia 

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku, 

adapun indikator dalam disiplin kerja sebagai berikut: 

7. Tujuan dan kemampuan 

 

8. Teladan pemimpin 

 

9. Balas jasa 

 

10. Sanksi hukuman 

 

11. Ketegasan 

 

12. Hubungan kemanusiaan 

 

Indikator tersebut dianggap cocok untuk digunakan dalam menganalisis 

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

karena untuk mengukur kedisiplinan diperlukan indikator-indikator tersebut agar dapat 

ditemukan solusi serta penilaian mengenai kedisiplinan tersebut dan dapat pula 

memperlihatkan apakah dalam pelaksanaannya para pegawai sudah mematuhi 

peraturan dan tata tertib yang ada. 

B. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain, 



 

yaitu tentang penelitian yang serupa yang memiliki tujuan yang sama dengan yang 

dinyatakan dalam judul penelitian. Temuan-temuan hasil dari penelitian sebelumnya 

merupakan sebagai alat atau bahan pertimbangan dan data pendukung dalam  

penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu harus memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang sedang diteliti, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan pendukung data. Oleh karena pentingnya melihat hasil penelitian 

yang terdahulu, maka penelitian akan memaparkan jurnal yang berkaitan dengan 

kedisiplinan pegawai. Adapun penelitian terdaulu yang membahas mengenai 

kedisiplinan pegawai, diantaranya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Penelitian Teori yang 

Digunakan 

Hasil penelitian 

1. Helman Fachri Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Disiplin kerja 

Pegawai di RRI 

Pontianak 

Menurut Nitisemit 

(1996 : 214): 

1. Tujuan dan 

kemampuan 

pegawai 

2. Teladan 

pimpinan 

3. Kesejahteraan 

4. Ancaman 

5. Ketegasan 

Kedisiplinan 

kerja pegawai 

RRI Pontianak 

masih  dirasa 

kurang, hal   ini 

disebabkan 

kurangnya faktor 

tujuan    dan 

kemampuan 

pegawai, teladan 

pimpinan   yang 

kurang dan 

kurangnya balas 

jasa dan 

kesejahteraan 

terhadap pegawai. 



 

2. Slamet Riyadi Pelaksanaan 

Disiplin       Kerja 

Pegawai pada 

Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Menurut Soejono 

(1986 : 67): 

1. Ketepatan 

waktu 

2. Kesetiaan/patuh 

pada peraturan 

3. Penggunaan 

perlengkapan atau 

peralatan kantor 

4. kehadiran 

Kedisiplinan 

kerja pegawai 

pada    Dinas 

Koperasi     dan 

UMKM  povinsi 

Jawa  Tengah 

dinyatakan 

kurang, hal  ini 

disebabkan 

kurangnya 

pegawasan   dari 

atasan dan juga 

kurangnya 

tindakan   sanksi 

bagi pegawai 

yang melanggar. 

Sumber: Diolah dari berbagai Jurnal 
 

C. Kerangka Teori 

 

Menurut Nawawi (dalam Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, 1995) kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam 

penelitian yang dilakukan. Karena hal tersebut sangat penting bagi seorang peneliti 

untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan 

menggambarkan dari sudur mana suatu masalah akan disoroti. Disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma sosial yang 

berlaku, kesadaran adalah sebuah sikap seseorang yang akan secara sukarela menaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu 

sikap, tingkah laku, menaati peraturan perusahaan, baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis. Menurut Hasibuan indikator untuk mengukur kedisiplinan pegawai adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan dan kemampuan 

 

2. Teladan pimpinan 

 

3. Balas jasa 



 

4. Sanksi hukuman 

 

5. Ketegasan 

 

6. Hubungan kemanusiaan 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2016 : 65), kerangka pemikiran merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran akan 

membuat suatu penelitian menemukan titik terang mengenai apa yang telah diteliti. 

Berdasarkan pemikiran Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II, berikut ini adalah indikator-indikator sesuai teori 

Hasibuan, yaitu: 

1. Tujuan dan kemampuan 

 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal 

serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa 

tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar pegawai tersebut bekerja 

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Teladan kepemimpinan 

 

Teladan kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, 

juur, adil, serta sesuai dengan kata dan perbuatannya. Dengan teladan 



 

pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan akan ikut menjadi baik pula. Jika 

teladan pimpinan kurang baik atau kurang berdisiplin, para bawahan pula 

akan kurang berdisiplin. 

3. Balas jasa 

 

Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan 

pegawai terhadap organisasi dan pekerjannya. Jika kecintaan pegawai 

semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan menjadi semakin 

baik pula. Untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai yang bai, organisasi 

harus memberikan balas jasa yang relatif besar. Kedisiplinan pegawai tidak 

mungkin baik apabila balas jasa yang mereka terima kurang memuaskan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berserta keluarga. Balas jasa berperan 

penting untuk menciptakan kedisiplinan pegawai, artinya semakin besar balas 

jasa yang didapatkan oleh pegawai, semakin baik pula kedisiplinan kerja 

pegawai, sebaliknya apabila balas jasa kecil, kedisiplinan kerja pegawai dapat 

menjadi rendah. Pegawai sulit untuk bersikap secara disiplin selama 

kebutuhan-kebutuhan primernya tidak dapat terpenuhi secara baik. 

4. Sanksi hukuman 

 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

pegawai, dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin 

takut untuk melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap dan perilaku 

tidak disiplin pegawai akan berkurang. 

5. Ketegasan 

 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 



 

menghukum setiap pegawai yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman bagi pegawai yang tidak disiplin akan disegani dan 

diakui kepemimpinannya oleh bawahan. 

6. Hubungan kemanusiaan atau kerjasama 

 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai ikut 

menciptakan keisiplinan yang baik pada suatu organisasi. Hubungan yang 

baik akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini 

akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. Jadi, kedisiplinan 

akan tercipta apabila hubungan kemanusisaan dalam organisasi tersebut baik. 
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Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran 

Sumber: Diolah dari teori Hasibuan ( 2003 : 194) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian diartikan sebagai rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan 

penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan 

ideologis, serta pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2016 : 1), 

metodelogi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang subjektif, valid, dan reliable dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan 

pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Kedisiplinan Aparatur Sipil 

Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan 

masalah-masalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Bentuk yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan 

kenyataan yang sedang diamati. Penelitian ini menjelaskan keadaan dari objek penelitian 

dan mencoba menganalisis untuk mengungkapkan kebenarannya sesuai dengan data yang 

diperoleh. 
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B. Definisi Konsep 

 

Definisi konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yangmenjadi pusat perhatian ilmu 

sosial, atau abstraksi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu 

tertentu (Singarimbun, 1995 :33). Definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 

1. Disiplin adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk 

menaati, mematuhi, dan tertib terhadap ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang 

ada. 

2. Disiplin kerja adalah perilaku yang dilakukan secara sadar oleh pegawai untuk 

menaati, mematuhi, dan tertib terhadap ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang 

ada. 

3. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja di Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah II, ASN adalah orang-orang yang telah memeuhi syarat untuk 

menjadi pegawai dan menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dan 

menghindari larangan yang ada. 

4. Tujuan dan kemampuan, tujuan adalah adanya kesepakatan maupun keharusan yang 

berupa pekerjaan atau tugas-tugas yang ditanggung jawabkan kepada ASN untuk 

dicapai atau direalisasikan secara baik, agar tujuan dapat tercapai atau terealiasasikan 

secara baik, maka pegawai yang mendiberikan tugas tersebut haruslah memiliki 

kemampuan yang memadai. 

5. Teladan pimpinan adalah sikap, perbuatan dan juga ucapan pimpinan yang dapat 

dijadikan sebuah contoh yang baik untuk para bawahannya. 

6.  Balas jasa mempengaruhi kesejahteraan pegawai, ASN adalah pegawai yang 

mendapatkan kompensasi berupa materi setiap bulannya, dan kompensasi yang 
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didapatkan setiap pegawai haruslah sesuai dengan jabatan yang mereka emban. 

 

7. Sanksi hukuman diberikan kepada pegawai sesuai dengan seberapa berat pelanggaran 

yang dilakukan oleh pegawai, dan hukuman yang didapatkan oleh pegawai sesuai de 

ngan PP no. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

8.  Ketegasan adalah tegasnya pimpinan dalam melakukan tindakan, baik itu 

memutuskan sesuatu atau memberikan sanksi hukuman kepada pegawai yang 

melanggar peraturan. 

9. Hubungan kemanusiaan adalah adanya hubungan yang harmonis antar pegawai dan 

juga hubungan harmonis antara pimpinan dan pegawai, adanya sikap kerjasama yang 

baik antar pegawai. 

C. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian adalah pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif 

dimana lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi 

lapangan. Membatasi penelitian dilakukan karena terlalu luasnya masalah, hal ini 

merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar ruang lingkupnya dan 

batasan yang akan diteliti (sugiyono, 2016 : 32-43). oleh sebab itu digunakanndikator- 

indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan akhirnya tidak sesuai lagi 

dengan apa yang menjadi judul penelitian. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Hasibuan, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Variabel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II 

Variabel Dimensi Indikator 

 

Kedisiplinan Aparatur Sipil 

Negara Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah 

Tujuan dan kemampuan 1. Kemampuan pegawai 

sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan. 

2. Tugas pegawai sesuai 
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II menurut Hasibuan (2003 : 

194) 

 dengan kemampuannya. 

Teladan pimpinan 1. Pemimpin memberikan 

sikap berupa ucapan dan 

perbuatan yang baik 

sebagai contoh untuk 

bawahannya. 

Balas jasa 1. Gaji dan kompensasi  

yang diterima pegawai 

sesuai dengan jabatan yang 

dijabat pegawai. 

2. Insentif yang diberikan 

bagi pegawai dapat 

menunjang kesejahteraan 

mereka. 

Sanksi hukuman 1. Sanksi dan hukuman yang 

diberikan kepada pelanggar 

sesuai dengan perbuatannya. 

Ketegasan 1. Tegasnya sikap pimpinan 

dalam memutuskan sesuatu. 

2. Tegasnya pemimpin 

memberikan sanksi. 

Hubungan kemanusiaan 1. .Hubungan harmonis 

antar individu ASN 

2. Adanya sikap kerjasama 

yang baik. 

Sumber: Diolah dari Teori Hasibuan (2003 : 194) 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 

Data dapat diartikan sebagai bahan mentah yang didapatkan oleh peneliti dari 

penelitiannya, dapat berupa fakta maupun keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar 

analisis. Data dapat berfungsi sebagai bukti dan petunjuk tentang adanya sesuatu. Data 

yanng terdapat dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data primer, yaitu data yang 

berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari informan. Pengambilan 

data primer ini dilakukan dengan metode “In Depth Interview” yang juga didukung dengan 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari olahan orang lain, misalnya dokumen, buku 

pustaka jurnal penelitian, media massa atau elektronik. Dari sifat dan jenisnya penelitian 

ini termasuk dalam data kualitatif dimana data kualitatif ini berupa kata, sumber perolehan 

data berupa primer dan sekunder. 

1. Jenis Data 

 

Adapun jenis data yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

 

a. Data primer, yaitu sumber data utama atau data pokok berupa hasil yang 

diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam penelotian ini. Data 

tersebut berupa hasil wawancara mendalam peneliti dengan pihak-pihak yang 

terkair dengan penelitian ini. 

b. Data sekunder, yaitu data penunjang atau pendukung data primer yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber data sekunder 

diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah (skripsi yang tidak 

dipublikasikan), serta data-data yang ada hubungannya dengan peneltian ini 

sehingga dapat memberikan pemahaman tentang subjek penelitian. 

2. Sumber Data 

 

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data 



44 
 

 

 
 

dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, 

yaitu penelitian yang diambil dari buku-buku, koran, internet yang sumbernya 

mempunyai relevansi dengan masalah yang akan diteliti. 

E. Informan Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, digunakan pula teknik sampling untuk menentukan 

informan, dan teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling, menurut 

Sugiyono (2018: 368) purposive sampling adalah pengambilan sampel sumber data 

yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar, hal ini terjadi karena 

dengan jumlah informan yang sedikit biasanya belum bisa memberikan data yang 

memuaskan. Lincoln dan Guba (dalam Metode Penelitian Manajemen, 2018 : 368) 

mengemukakan bahwa 

“penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda 

dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). penentuan 

sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang 

dipilih berfungsu untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan asal 

digeneralisasikan.” 

 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi dari objek penelitian 

dan sebagai pemberi informasi atau orang yang menjadi kunci atas sebuah informasi. 

Informan penelitian dalam penelitian Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Koordinasi 

Pendidikan Tinggi Wilayah II ini adalah: 

1. Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

2. Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

3. Pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dikutip dari Sugiyono (2016 : 81) bahwa di dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data 

perimer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta 

(participant obsevation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 

1. Observasi 

 

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung tentang bagaimana 

kedisiplinan kerja pegawai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

serta sesuai dengan indikator di dalam penelitian ini, data tersebut dapat 

digunakan untuk mendukung data yang didapat melalui hasil wawancara. 

2. Wawancara mendalam 

 

Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui 

wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi sebanyak- 

banyaknya terutama yang berkaitan dengan Kedisiplinan Aparatur Sipil 

Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Proses wawancara 

ini menggunakan peodman wawancara (interview guide), agar wawancara 

tetap berada pada fokus penelitian. Informan adalah orang yang akan 

diwawancarai oleh penulis untuk mengumpulkan data. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu”. 

mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, 

dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 
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seseorang. Pada penelitian ini penulis mengambil data yang merupakan 

pedoman, diperoleh dari catatan-atatan dan laporan dari instansi yang 

bersangkutan serta mempelajari literatur dari sumber keputusan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun atur secara sistematis 

catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai 

temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya 

(Muhadjir dalam Tohirin 2016 : 141). 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif dengan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan masalah-masalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata atau kalimat. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisa 

data yang telah didapat dari wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan dan 

observasi berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Setelah semua data telah 

terkumpul maka selanjutnya yaitu menganalisis data yang didapatkan untuk dijadikan 

sebuah hasil penelitian. 

 

Pada penelitian Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Lambaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah II ini, peneliti menerjemahkan dan menguraikan secara kualitatif, sehingga 

diperoleh penjelasan mengenai gambaran situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan, 

untuk melakukan analisi data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan 

Creswell yaitu: 
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1. Mengolah data dan menginterpretasikan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkrip wawancara, memahami materi, mengerti data lapangan, 

memilah data dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda 

tergantung informasi. 

2. Membaca keseluruhan data, pada tahap ini peneliti akan membaca data secara 

keseluruhan dengan cara menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan 

umum tentang data yang diperoleh dan memahami data lkebih detail lagi. 

3. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Setelah peneliti membaca 

keseluruhan data, langkah selanjutnya yaitu mengkoding data, koding 

merupakan proses mengelola materi atau informasi menjadi segmen-segmen 

tulisan sebelum memakainya. 

4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, 

kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. 

5. Menginterpretasikan atau memaknai data. 

 

Beberapa langkah tersebut selanjutnya akan digunakan dalam 

menganalisis data yang diperoleh oleh peneliti. Data yang didapat dari hasil 

observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam selanjutnya akan 

diproses dengan cara menganalisisnya melalui langkah-langkah menurut 

Creswell dan selanjutnya data tersebut akan ditulis dalam transkrip 

wawancara, dan terakhir akan dilakukan interpretasi data. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi 

 

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan 

 

Sumatera Selatan atau Pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai Provinsi 

Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 september 1950 yang awalnya mencakup 

daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah 

yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri 

akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa 

Austronesia proto bahasa melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain 

seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya. 

Menurut Sumber Antropologi disebutkan bahwa asal usul manusia Sumatera bagian 

Selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum dengan adanya benda-benda zaman 

paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain sekarang dikenal dengan Kabupaten Lahat, 

Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang 

yakni desa Bengamas lereng utara pegunungan gumai, di dasar (cabang dari sungai musi) 

sungai Saling, sungai Kikim lalu di desa Tiangko Panjang (Gua Tiangko Panjang) dan desa 

Padang Bidu atau daerah Podok Salabe serta penemuan di Kalianda dan Kedaton dimana 

dapat ditemui tradisi yang berasal dari acheulean yang bermigrasi melalui sungai Mekong 

yang merupakan bagian dari bangsa Monk Khmer. 

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi 

Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat  

kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di 
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Nusantara, Gaung dan pengaruhnya bahkan samapai ke Madagskar di Benua Afrika. Sejak 

abad ke-13 sampai dengan abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. 

Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut 

dari Mancanegara terutama dari negeri China. Awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan 

Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. 

Ketika masih Berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Ibukota 

Kerajaan. Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada 1926 menyebutkan, 

pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 juni 683 Masehi. 

Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi Kota Palembang yang diperingati setiap 

tahunnya. 

 

 
Gambar 4.1. Peta Provinsi Sumatera Selatan 

Sumber: Website Resmi Provinsi Sumatera Selatan, 2019 

 
 

Luas area Provinsi Sumatera Selatan sebasar 87017,41 km2, dengan memiliki 212 

kecamatan dan 3.081 kelurahan. Secara administrative Provinsi Sumatera Selatan terdiri 

dari 13 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Kabuapaten dan Kota membawahi 

pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut 

sebagai berikut: 

1) Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja) 

 

2) Kab OKU Timur (Ibukota Martapura) 

 

3) Kab OKU Selatan (Ibukota Muara Dua) 

 

4) Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung) 

 

5) Kab. Ogan Ilir (Ibukota Indralaya) 

 

6) Kab. Muara Enim (Ibukota Muara Enim) 

 

7) Kab. Lahat (Ibukota Lahat) 

 

8) Kab. Musi Rawas (Ibukota Lubuk Linggau) 

 

9) Kab. Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit) 

 

10) Kab. Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu) 

 

11) Kab. Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai) 

 

12) Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi) 

 

13) Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Ibukota Talang Ubi) 

 

14) Kota Palembang (Ibukota Palembang) 

 

15) Kota Pagaralam (Ibukota Pagaralam) 

 

16) Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau) 

 

17) Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih) 

 

Jumlah agama di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 5 agama yaitu Islam, katolik, 

Kristen Protestan, Budhha, dan Hindu. Ditahun 2003, presentase pengikut agama Islam 

sebesar 95,16 persen, katolik sebesar 1,29 persen, Kristen Protestan sebesar 1,16 persen, 

Budhha sebesar 1,53 persen dan Hindu sebesar 0,86 persen. 
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Hubungan sosial terutama didasarkan kepada semangat kebangsaan, walaupun dalam 

kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat, seperti dalam bercakap-cakap 

atau cara bicara yang sopan. Pada umumnya penduduk Sumatera Selatan sangat hormat 

kepada para tamu dan pengunjung yang berasal dari daerah lain. Gaya hidup mereka sangat 

dipengaruhi oleh era modernisasi. Sebagian besar penduduk sangat terbuka dalam perilaku 

mereka terutama dalam aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama 

yang berkaitan dengan konsep pembangunan. 

Jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 343 dan jumlah kecamatan sebanyak 149 

buah sedangkan jumlah penduduk di Sumatera Selatan sekitar 6,7 juta jiwa (3,29%). Untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, setiap aparat pemerintahan 

Sumatera Selatan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung 

jawab. Ciri khas dari pemerintahan seperti ini adalah efektif, efisien, transparan, 

partisipatif, responsif, dan accountable dengan indikasi terjalin satu sama lain. 

Berikut daftar nama Gubernur Sumatera Selatan sampai tahun 2018: 

 

18) Mohammad Isa (1946 – 1952) 

 

19) Winarno Danuatdmojo (1952 – 1957) 

20) M. Husin ( 1957 – 1958) 

21) Mochtar Prabu Mangkunegara (1958 – 1959) 

22) H. A Bastari (1959 – 1963) 

23) Abu Yasid Bustomi (1963 – 1966) 

24) Ali Amin (1966 – 1967) 

25) Asnawi Mangku Alam (1967 – 1978) 

 

26) Sainan Sagiman (1978 – 1988) 

 

27) Ramli Hasan Basri (1988 – 2003) 
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28) Syahrial Oesman (2003 – 2008) 

 

29) Alex Noerdin (2008 – 2018) 

 

30) Herman Deru (2018 – 2023) 

 

Sumatera Selatan memiliki Lambang berbentuk perisai bersudut lima yang di 

dalamnya terdapat lukisan bunga teratai, batanghari sembilan, jembatan Ampera, dan 

gunung serta di atasnya terdapat atap rumah khas Sumatera Selatan. 

 

 

Gambar 4.2. Lambang Sumatera Selatan 

Sumber: Website Resmi Provinsi Sumatera Selatan, 2019 

 
 

1) Bunga teratai berkelopak lima berarti keberanian dan keadilan berdasarkan Pancasila. 

 

2) Batanghari Sembilan adalah nama lain dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki 

Sembilan sungai. 

3) Jembatan Ampera merupakan ciri yang menjadi kebanggan masyarakat Sumatera 

Selatan. 

4) Gunung memiliki makna daerah Pegunungan yang banyak terdapat di Sumatera Selatan. 

 

5) Atap khas Sumatera Selatan yang berujung 17 dan 8 garis genting dan 45 buah genting 

merupakan simbol Kemerdekaan RI pada tanggal 17 agustus 1945. 
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2. Visi dan Misi Sumatera Selatan 

 

Sumatera Selatan sebagai sebuah provinsi memiliki sebuah visi dan misi. Adapun Visi 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023 adalah: 

“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”. 

 

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2018-2023 sebagai berikut: 

 

1) Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan 

atau pembangunan berkelanjutan, dimana hasil-hasil pembangunan dinikmati 

seluruh anggota masyarakat. 

2) Kondisi dimana meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping 

terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro- 

lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel. 

3) Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemnerintahan 

daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam proses menyangkut hajat hidup orang banyak. 

4) Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota 

masyarakat dapat menjalankan aktiitas keagamaan, terciptanya kehidupan 

masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian 

yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan. 

Agar tercapainya visi tersebut, maka Sumatera Selatan memiliki Misi sebagai berikut: 

 

1) Berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan 

UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di 

perkotaan maupun di pedesaan 
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2) SDM sebagaimana baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, 

profesional, dan menjunjung tinggi nilai, nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan 

integritas. 

3) Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan 

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan 

yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar, 

guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk 

memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing 

daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. 

5) Meingkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter 

kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik sehat melalui 

kegiatan olah raga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata 

religius. 

3. Gambaran Umum Kota Palembang 

 

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis 

terletak antara 2o 52′ sampai 3o 5′ Lintang Selatan dan 104o 37′ sampai 104o 52′ Bujur 

Palembang sebesar 400,61 km2 yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 

kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan batas 

wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyuasin sedangkan di 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaraenim. 

Keadaan alam Kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu 
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rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21o – 32o Celcius, curah hujan 22 – 428 

mml per tahun. Berdasarkan data dari stasiun meteorology, pada tahun 2003 suhu udara 

rata-rata berkisar antara 23,9o-32o Celcius, 24,04o-32,60o Celcius (2004), 22,44o-33,65o 

Celcius (2005), 26,4o-28,9o Celcius (2006) dan 21,2o-35,5o Celcius (2007). Pada tahun 

2007, curah hujan terbesar jatuh pada bulan april dengan jumlah curah hujan 540 mm3 

sedangkan kelembapan udara pada tahun 2007 rata-rata 80%, kecepatan angin rata-rata 20 

km/jam dengan arah terbesar dari arah barat laut, serta tekanan udara rata-rata di per 

mukaan laut sebesar 1009 mbar dan di daratan sebesar 1007,5 mbar. 

Kawasan lindung yang ada di Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yaitu hutan (5,68%) dan rawa (3,83%). Untuk hutan sendiri terdiri dari berbagai jenis 

guna lahan, diantaranya adalah kawasan cagar alam (46,91 Ha) dan kawasan cagar budaya 

(21,75 Ha). 

Berdasarkan kondisi geologi, Kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam 

terdiri dari tanah berupa lapisan aluvial dan lempung berpasir. Di bagian selatan kota, 

batuan berupa pasir lempung yang tembus air, sebelah utara berupa batuan lempung pasir 

yang kedap air, sedangkan sebelah barat berupa batuan lempung kerikil, pasir lempung 

yang tembus air hingga kedap air. 

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua 

bagian besar disebut Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Kota Palembang mempunyai 108 

anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah 

sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada 

disekitar Pulau Kemaro dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi 

II). Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter, 

Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata- 
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rata 103 meter. Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil 

lainnya terletak diseberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat ± 68 

anak-anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar berkisar 3 – 20 meter. 

Pada aliran sungai-sungai tersebut ada yang dibangun kolam retensi sehingga menjadi 

serapan sungai. Permukaan air Sungai Musi sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Pada 

musim kemarau terjadi penurunan debit sungai, sehingga permukaan air Sungai Musi 

mencapai ketinggian yang minimum. Pola aliran sungai di Kota Palembang dapat 

digolongkan sebagai pola aliran dendritik, artinya merupakan ranting pohon, dimana 

dibentuk oleh aliran sungai utama (Sungai Musi) sebagai batang pohon, sedangkan anak- 

anak sungai sebagai ranting pohonnya. Pola aliran sungai seperti ini mencerminkan bahwa, 

daerah yang dialiri sungai tersebut memiliki topografi mendatar. Dengan kekerasan batuan 

relief sama (uniform) sehingga air permukaan (run off) dapat berkembang secara luas yang 

akhirnya akan membentuk pola aliran sungai (river channels) yang menyebar ke daerah 

tangkapan aliran sungai (catchment area). 

Fungsi sungai di Kota Palembang sebelumnya adalah sebagai alat angkutan sungai ke 

daerah pedalaman, namun sekarang sudah banyak mengalami perubahan fungsi anatara 

lain sebagai drainase dan untuk pengendalian banjir. Fungsi anak-anak sungai yang semula 

sebagai daerah resapan air, sudah banyak ditimbun untuk kepentingan sosial sehingga 

berubah fungsinya menjadi pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, dimana rata- 

rata laju alih fungsi ini diperkirakan sebesar ± 6% per tahun. Secara geomorfik perubahan 

bentang alam pada satuan geomorfik di Kota Palembang berkaitan dengan adanya 

sedimentasi sungai yang bertanggung jawab terhadap pendangkalan sungai atau penyebab 

terjadinya penyempitan (bottle neck) seperti didaerah Mariana Kecamatan Seberang Ulu I, 

penambangan pasir sungai atau gravel pada dasar sungai, yang akan berdampak kepada 
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pendalaman cekungan, pemanfaatan dataran pada bantaran sungai untuk pemukiman, 

persawahan serta aktivitas lain yang akan berdampak pada aliran sungai dan adanya 

penebangan hutan illegal di daerah hulu sungai. 

Kota Palembang terbelah dua oleh Sungai Musi menjadi daerah Seberang Ilir dan 

Seberang Ulu dengan batas wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

1988 adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin 

 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim 

 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyusin 

 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin 

 

Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 Km2 atau kurang lebih 40.000 ha, yang 

terbagi dalam 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan merupakan daerah dataran rendah dan 

berawa-rawa serta pasang surut dengan ketinggian antara 3,5 meter sampai 4,12 meter dari 

permukaan laut. Kota Palembang yang berpenduduk sebanyak 1.432.108 jiwa dengan 

kepadatan 3.417.900 jiwa per km2 sebagai kota besar yang menuju Kota Metropolitan 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,27% per tahunnya. Kota Palembang 

memiliki sebuah lambang yaitu: 
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Gambar 4.3. Lambang Kota Palembang 

Sumber: Website Resmi Kota Palembang, 2019 
 

arti dari lambang Kota Palembang, yaitu: 

 

1) Bangunan Sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah  tua  coklat  dengan  

pinggiran keemasan berikut 2x (4+5) = 18 tanduk lembaran daun teratai. Ditengah atasan 

terdapat kembang melati yang belum mekar, berikut simbar yang melambangkan 

kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang di segala zaman. 

2) Puncak rebung warna kuning keemasan, melambangkan kemuliaan dan keagungan. 

 

Jumlah 8 buah, melambangkan bulan agustus yang bersejarah, bulan Proklamasi yang 

mengingatkan perjuangan Kemerdekaan RI. Segitiga ialah sebuah Bukit yang termasyur di 

Palembang dengan nama BUKIT SIGUNTANG berwarna hijau berikut sinar keemasan, 

melambangkan tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Bukit siguntang adalah 

tempat kesucian dimasa zaman purbakala yaitu di abad ke VII s/d XII terdapat kumpulan 

candi-candi, kuil-kuil, dan Perguruan Tinggi dikunjungi oleh pendeta-pendeta dan pelajar- 

pelajar di seluruh Asia. Adapun visi dan misi dari Kota Palembang periode 2018-2023, 

adalah: “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023” 

Emas yang menjadi visi mengandung makna Elok, Madani, Aman dan Sejahtera. 

Sedangkan Darussalam mengandung arti, Kota Palembang Menjadi Kota yang Aman, 

DAmai, Tentram, Makmur, dan Sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia 

dan alam. Adapun misi dari Kota Palembang adalah: 

1) Mewujudka pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, 

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi. 

2) Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan 

budaya integritas yang didukung pleh Pemerintahan yag bersih, berwibawa dan profesional 
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3) Mewujudkan Palembang Kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, 

nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman 

untuk berinvestasi. 

4) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi. 

 

5) Mejadikan Palembang sebagai kota pariwisata sungai dengan budaya serta event 

olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam. 

 

 

 

 

 

 

 
B. Sejarah Perkembangan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I 

 
 

 

Gambar 4.4. Tampak Depan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 

II 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (5 Februari, 2019) 
Kopertis adalah instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Kopertis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disuatu wilayah tertentu guna 

melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi 
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Swasta (PTS) di wilayah tersebut. Dengan memperhatikan luas wilayah dan julah PTS di 

wilayah bersangkutan, hingga saat ini ada 14 (empat belas) Kopertis diseluruh Indonesia. 

Kopertis wilayah II yang berada di Palembang merupakan salah satu dari 14 kopertis 

wilayah yang ada di Indonesia. 

Kopertis wilayah II yang bertempat di Kota Palembang didirikan pada tahun 1982. 

pada saat itu wilayah kerja Kopertis wilayah II Palembang meliputi 5 (lima) Provinsi, 

yakni: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi 

Jambi, dan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinator Kopertis wilayah II pada saat itu 

adalah Drs. H. Syafran Syamsudin (periode 1982-1986). Sebelumnya, Kopertis 

wilayah II merupakan bagian Kopertis silayah Jakarta dengan Koordinator Girindo 

Pringgodigdo (periode 1976-1982). 

Tahun 1986, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc diangkat sebagai koordinator 

Kopertis wilayah II Palembang (periode 1986-1995). pada masa beliau menjadi 

Koordinator terjadi pengurangan wilayah kerja, yaitu pada tahun 1990 berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0135/O/1990 dan No. 

19/O/1990 Kopertis wilayah II Palembang yang semula meliputi 5 (lima) Provinsi 

dikurangi menjadi 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi 

Lampung dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Jambi menjadi bagian dari Koperts wilayah 

X padang, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian Kopertis wilayah XI 

Banjarmasin. 

Pejabat Koordinator berikutnya Dr.Ir.H.Saad Nasuhim (1995-1998). Pada 

tahun 1998 prof. Dr.Ir. H. Zainal Ridho Djafar diangkat menjadi Koordinator Kopertis 

Wilayah II (1998-1999), kemudian jabatan Koordinator Kopertiw wilayah II 

selanjutnya Dr. Ir. H. Ali Yasmin Adam Wiralaga (1999-2002). Pada tahun 2001 
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terjadi pemekaran wilayah di mana Bangka Belitung yang sebelumnya berstatus 

Kabupaten berubah menjadi Provinsi Kepualauan Bangka Belitung. Dengan demikian 

wilayah kerja Kopertis Wilayah II meliputi 4 (empat) Provinsi, yaitu: Provinsi 

Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka 

Belitung. 

Seiring dengan pemekaran wilayah, pada tahun 2002 terjadi pergantian 

Koordinator, sejak bulan Mei 2002 sampau dengan Juli 2004. Koordinator Kopertis 

Wilayah II Palembang dijabat oleh Dr. H. Djamaah Sopah, M.Sc., Ed. Selanjutnya 

periode 2004-2008 Koordinator Kopertis Wilayah II dijabat oleh Prof. Chuzaimah 

Dhlan Diem, M.L.S.,Ed.D. sejak November 2008-juni 2016 Kooedinator Kopertis 

wilayah II dijabat oleh Prof. Dr. Diah Natalisa, M.BA. pada bulan Juni 2016 mulai 

dijabat oleh Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M. pada masa jabatan beliau pula 

KOPERTIS Wilayah II beralih fungsikan menjadi Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah II pada Bulan April 2018 pada tanggal 10. 

C. Visi dan Misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

Sehubungan dengan belum terciptanya visi dan misi baru dari Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II, maka akan dijabarkan visi dan misi dari KOPERTIS 

Wilayah II periode 2015-2019, adapun visi Kopertis Wilayah II adalah: “Menjadikan 

Kopertis Wilayah II sebagai institusi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan untuk 

mewujudkan perguruan tinggi swasta yang bermutu dan berdaya saing”. 

Untuk mencapai visi tersebut, maka adapula misi Kopertis Wilayah II, yaitu: 

 

1) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan 

Tinggi Swasta dengan melalui penataan sistem pengawasan, pengendalian, dan pembinaan 
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dengan pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal baik tenaga administrasi 

maupun tenaga akademik. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga administrasi maupun tenaga 

akademik berkelanjutan, peningkatan kegiatan tri darma perguruan tinggi, kegiatan 

kemahasiswaan, serta ditunjang oleh pengadaan sarana prasarana yang memadai. 

3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melalui penerapan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal di masing-masing Perguruan Tinggi Swasta yang sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4) Meningkatkan perluasan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Swasta 

melalui penyaluran beasiswa. 

D. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

1. Kedudukan dan Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasai dan Tata Kerja Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II (L2DIKTI), L2DIKTI adalah satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan juga 

fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya 

yang dipimpin oleh seorang Kepala. L2DIKTI berada di bawah dam bertanggung jawab 

kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

2. Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wialayah II 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasai dan Tata Kerja Lembaga Layanan 
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Pendidikan Tinggi Wilayah II (L2DIKTI), adapun fungsi yang dilaksankan oleh L2DIKTI 

adalah: 

1) Pelaksanaan pemetaan mutu dan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya 

 

2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah 

kerjanya 

3) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah 

kerjanya 

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan 

tinggi di wilayah kerjanya 

5) Pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya 

 

6) Pelaksanaan administrasi L2DIKTI 

 

E. Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi antara orang dalam 

kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Bagan 

organisasi dikoordinasikan bersama-sama melalui suatu jalur wewenang dan tanggung 

jawab. Bagan organisasi menggambarkan secara grafik struktur kerja dari suatu 

struktur organisasi. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme pengelolaan 

organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan pola tetap 

hubungan antara fungsi, atau posisi orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas dan pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan, Lembaga Layanan Pendidikan Tingi Wilayah II secara 
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organisasi terdiri dari: 

 

1) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

2) Sekretaris Lembaga, dalam menjalankan tugasnya terdiri dari: 

 

a. Bagian Umum, yang terdiri atas: 

 

a) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 

 

b) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana 

 

c) Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara 

 

3. Bagian Kelembagaan, yang terdiri atas: 

 

a) Subbagian Kelembagaan dan Sistem Informasi 

 

4. Bagian Akademik Kemahasiswaan, Sumber Daya yang terdiri dari 

 

a) Subbagian Akademik 

 

b) Subbagian Kemahasiswaan 

 

c) Subbagian Sumber Daya 
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F. Prosedur Unit Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II memiliki banyak unit kerja yang 

berperan penting dalam membantu kelangsungan dan kelancaran kegiatn kantor. Masing- 

masing unit kerja tersebut adalah: 

1) Kepala Lembaga 

 

Kepala Lembaga memiliki tugas memimpin pelaksanaan fasilitas 

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Jabatan 

kepala merupakan tugas tambahan yang diduduki dosen senior yang berstatus pegawai 

negeri sipil dari salah satu perguruan tinggi yang mempunyai kualifikasi tertentu. 

2) Sekretaris Lembaga 

 

a) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran LLDIKTI di wilayah kerjanya 

 

b) Pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, sumber daya, dan 

sistem informasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya 

c) Penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, 

kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi di wilayah 

kerjanya 

d) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama LLDIKTI di wilayah kerjanya 

 

e) Pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara LLDIKTI di wilayah 

kerjanya 

f) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaa, ketatausahaan, kerumahtangaan, 



66 
 

 

 

hubungan masyarakat di lingkungan LLDIKTI di wilayahnya 

 

g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan 

LLDIKTI di wilayah kerjanya 

Sekretaris Lembaga memimpin beberapa bagian yaitu: 

 

a. Bagian Umum 

 

Bagian umum memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan rencana, 

program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, kepegawian, dan barang milik negara, 

serta urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggan, dan 

hubungan masyarakat di LLDIKTI, adapun fungsi yang dijalankan bagian umum 

adalah: 

a) Penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran LLDIKTI 

 

b) Pengelolaan keuangan 

 

c) Pengelolaan kepegawaian 

 

d) Pengelolaan barang milik negara 

 

e) Pelaksanaan urusan hukum 

 

f) Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan 

 

g) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, dan kerumahtanggan 

 

h) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat 

 

i) Pelaksanaan pamantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta 

penyusunan laporan LLDIKTI 

b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 

 

Subbagian perencanaan dan penganggaran mempunyai tugas melakukan 

penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan programm, kegiatan dan anggaran serta penyusunan laporan 
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LLDIKTI 

 

c. Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tatalaksana 

 

Subbagian hukum, kepegawaian dan tatalaksana mempunyai tugas 

melakukan urusan hukum, kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan. 

d. Subbagian Tata Usaha Barang Milik Negara 

 

Subbagian tata usaha milik negara mempunyai tugas melakukan urusan 

persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang 

milik negara. 

3. Bagian Kelembagaan, yang terdiri atas: 

 

a) Subbagian Kelembagaan dan Sistem Informasi 

 

1) Subaggian kelembagaan memiliki tugas yaitu pelaksanaan pengumpulan 

dan pengolahan data mutu kelembagaan dan kerja sama perguruan tinggi. 

2) pelaksanaan penyusunan bahan penilaian usul pendirian, perubahan, dan 

penutupan perguruan tinggi 

3) Pelaksanaan penyusunan bahan penilaian usul pembuaan dan penutupan 

program studi 

4) Pelaksanaan penyusunan bahan fasiloitasi penguatan tata kelola 

perguruan tinggi 

 
 

4. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Sumber Daya, yang terdiri atas: 

 

a) Subbagian Akademik 

 

Subbagian akademik memiliki tugas melakukan penyiapan bahan 

pengumpulan dan pengolahan data mutu akademik, penilaian usul 
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program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi dan 

pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu akademik. 

b) Subbagian Kemahasiswaan 

 

Subbagian kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pengumpulan dan pengolahan data kemahasiswaan, fasilitasi dan 

pemberian bimbingan teknis peningkatan minnat, bakat, wawasan, 

kemampuan akademik mahasiswa, pembinaan organisasi 

kemahasiswaan, pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan 

pemberdayaan lainnya. 

c) Sumber Daya 

 

Dalam melaksanakan tugas, bagian Sumber daya menjalankn beberapa 

fungsi, yaitu: 

1) Pelaksanaan pengumpulan dan engolahan data mutu pendidik, tenaga 

kependidikan, dan sarana dan prasarana perguruan tinggi 

2) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

3) Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen tenaga 

fungsional lainnya di lingkungan LLDIKTI 

4) Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan 

G. Sumber Daya Manusia Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 

Smber Daya Manusia memiliki peranan yang penting dalam perkambangan dan 

kemajuan sebuah instansi, karena faktor penentu dalam pengambilan keputusan 
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yang menentukan arah kebijakan organisasi tersebut. Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, hal ini 

patut didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk 

memberikan pelayanan yang optimal. Berikut jumlah pegawai dalam data pegawai 

LLDIKTI Wilayah II pada tahun 2018 

Tabel 4.2 Jumlah Aparatur Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah II berdasarkan tingkat pendidikan 

 
No. Dasar Pendidikan Jumlah 

1. S3 1 

2. S2 19 

3. S1 18 

4. D3 4 

5. SLTA 7 

6. SLTP 2 

7. SD 1 

Jumlah 52 

 

 
Sumber: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 2018 

 
H. Hasil dan Pembahasan 

 

Pada sub-bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai Disiplin Kerja 

Aparatur Sipil Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dengan cara 

mendeskripsikan dan menyajikan data temuan di lapangan yang telah dikumpulkan baik 

melalui wawancara ataupun dokumentasi. Untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja 

Aparatur Sipil Negara LLDIKTI Wilayah II, digunakanlah teori menurut Hasibuan (2003 : 

194), terdapat enam dimensi yang menjadi ukuran, yaitu tujuan dan kemampuan, teladan 

pimpinan, balas jasa, sanksi dan hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. 

a) Tujuan dan Kemampuan 
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analisis pada dimensi pertama adalah tujuan dan kemampuan, tujuan dan 

kemampuan ikut mempengaruhi disiplin tidaknya kerja pegawai. Tujuan yang akan 

dicapai oleh pegawai haruslah jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang 

bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan 

kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai bersangkutan, agar pegawai 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam menyelesaikan tugasnya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris LLDIKTI terkait 

kemampuan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Tentu saja dalam bekerja seorang pegawai harus memiliki kemampuan agar 

dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik dan mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Serta menjadi acuan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya 

sehingga, semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur.” 

Hal ini menjelaskan bahwa seorang ASN haruslah memiliki tujuan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Serta menjadi acuan bagi pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaanya sehingga semua tanggung jawabnya dapat dilaksanakan 

dengan baik dan teratur. 

Hal yang sama diungkapkan pula oleh Kepala Bagian Umum LLDIKTI, yaitu: 

 

“Dalam melakukan aktifitas pelaksanaan pekerjaan, umumnya para pegawai telah 

ditempatkan pada bidangnya masing-masing dan memahami juga mampu 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya serta mempunyai tujuan dalam 

bekerja.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam bekerja 

dijarapkan seorang pegawai mampu bekerja dan melaksanakan pekerjaannya sesuai 

dengan tupoksinya. Sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai sesuai dengan hasil 

yang maksimal dan menjadi dasar suatu keberhasilan seseorang dalam mengerjakan 

pekerjaannya. Penempatan pegawai tepat pada bidangnya masing-masing dan diberikan 

tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing juga membantu 
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mempermudah pegawai untuk melaksanakan pekerjannya. 

 

Kemampuan pegawai secara langsung dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan, dimana latar belakang pendidikan juga akan memberikan jaminan kualitas 

sumber daya manusia. Sebuah pekerjaan yang diberatkan kepada pegawai yang tidak 

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang diberikan tidak akan 

berjalan dengan efektif, maka jika pegawai bekerja sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya, kemampuannya akan dapat digunakan secara maksimal. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pegawai telah ditempatkan dan 

diberikan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing, jika pegawai tidak 

ditempatan sesuai dengan latar belakang pendidikannya maka kemunginan besar akan 

terjadi kekacauan dalam bekerja. 

 
 

b) Teladan Pimpinan 

 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai, 

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus 

dapat memberikan contoh yang baik, berdisiplin yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata 

dengan perbuatannya. Jika menerapkan teladan pimpinan yang baik, disiplin kerja 

pegawaipun akan pula menjadi baik. Jika teladan pimpinan kurang baik, para bawahan 

akan kurang disiplin. 

Teladan pimpinan merupakan suatu cerminan sikap dari seorang 

pimpinan terhadap bawahannya, dimana seorang pemimpin harus berkelakuan dengan 

baik dan harus menjadi panutan oleh para pegawainya. Pimpinan tidak dapat 

mengharapkan pegawainya dapat disiplin jika pimpinan sendiri tidak disiplin. Pimpinan 

harus menyadari bahwa perilaunya akan dicpntoh dan diteladani oleh bawahannya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum tentang 

bagaimana pimpinan memberikan contoh sikap disiplin bagi bawahannya, bahwa: 

“Pimpinan selalu memberikan arahan yang baik dalam pekerjaan maupun sikap, misalnya 

memberikan arahan disela-sela melakukan upacara-upacara hari besar nasional 

seperti memberi masukan bagaimana cara bekerja agar lebih optimal, menyelesaikan 

pekerjaan tepat pada waktunya, jadi-kan secara langsung arahan tersebut menjadi 

sebuah bentuk teladan seorang pimpinan yang baik dan memberikan contoh yang baik 

pula kepada pegawai.” 

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pimpinan telah memberikan arahan 

yang baik kepada pegawai dalam melakukan pekerjaan maupun sikap dalam bekerja. 

Adanya arahan secara langsung oleh pimpinan dapat membentuk sikap disiplin pegawai 

dan menjadi panutan sebagai teladan pimpinan yang baik. Sehingga diharapkan pegawai 

bisa meningkatkan lagi sikap disiplinnya dengan baik. 

 
 

Gambar 4.5. Upacara Hari Besar Nasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah II 

Sumber: Dokumentasi Pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 
Adapula pernyataan lain dari seorang pegawai LLDIKTI Wilayah II, 

yang menjelaskan bahwa: 

“pimpinan memiliki inisiatif untuk memberikan arahan yang baik dalam pekerjaan 

maupun sikap agar semua pegawai dapat menjadi disiplin dalam bekerja, namun jam 

terbang pimpinan yang sangat tinggi sebenarnya membuat kami para pegawai menjadi 

lebih santai dak tidak terlalu disiplin dalam bekerja, jam terbang pimpinan yang tinggi 

menyebabkan pimpinan tidak selalu berada di tempat, terkadang beliau harus 

menjalankan tugas selama satu sampai dua minggu lamanya menjadikan kami santai 

dan merasa tidak perlu bekerja terlalu keras.” 
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Berdasarkan kedua ungkapan tersebut dapat disimpulan bahwa pimpinan 

telah dengan baik memberikan arahan secara berkala kepada pegawai pada upacara- 

upacara besar, namun dengan jam terbang yang tinggi maka pimpinan tidak dapat 

memantau dan memberikan sikap disiplin terhadap pegawai setiap waktunya membuat 

pegawai merasa bahwa mereka hanya akan disiplin jika pimpinan sedang berada di 

tempat dan memantau pekerjaan mereka. Terlihat jelas bahwa sikap dan perilaku 

pimpinan merupakan suatu cerminan untuk para pegawai dalam berisikap, karena 

seorang pemimpin akan menjadi contoh bagi pegawainya. Jika pimpinan memberikan 

contoh yang baik, maka pegawaipun akan ikut melakukan hal yang sama dan begitu 

pula sebalinya jika pimpinan memberikan contoh yang buruk, kemungkian besar 

pegawai akan mengikuti sikap tersebut. 

3) Balas Jasa 
 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai 

karena balas jasa akan memberikan kepuasan bagi pegawai yang akan mempengaruhi 

kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. Balas jasa berupa gaji dan juga 

kompensasi ikut mempengaruhi pereonomian pegawainya, dimana jika gaji yang 

diberikan kepada pegawai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

pegawainya maka akan mempengaruhi pula pada kerja dan juga disiplin pegawai oleh 

karena itu balas jasa terhadap kinerja seorang pegawai sangat berpengaruh. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sekretaris LLDIKTI Wilayah II: 

“Bagi pegawai yang berdisiplin memang tidak diberikan hadiah oleh 

pimpinan, sebab hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, untuk kenaikan gajipun tidak ada untuk pegawai yang berdisiplin dengan baik, 

karena gaji pegawai telah diatur dalam peraturan pemerintah dalam pemberian gaji 

maupun kompensasi dalam bentuk uang atau bisa kita sebut tukin atau tunjangan 

kinerja.” 

Pada dasarnya balas jasa pegawai dalam bentuk gaji maupun kompensasi 
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akan mempengaruhi kesejahteraan itu sendiri, namun pada kenyataannya gaji pegawai 

terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pegawai, sehingga akan 

memengaruhi disiplin kerja pegawai. 

Sebagaimana pula dijabarkan oleh pegawai LLDIKTI Wilayah II, 

 

bahwa: 

 

“kenaikan gaji secara berkala telah diatur oleh pemerintah, jadi mau dak 

mau harus cukup untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun kita bekerja rajin setiap hari 

juga tidak akan kenaikan gaji dari instansi, dan juga jika kita telat dapat dipotong tukin 

(tunjangan kinerja) kita 10% setiap 30 menitnya telat kita. Kalau sudah begitu berarti 

gaji kita sama saja dengan pegawai yang kerjanya tidak rajin karna telah ditetapkan 

oleh pemerintah tapi ya yang rajin saja sering telat.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kenaikan gaji yang telah diatur 

secara berkala oleh pemerintah dapat berdampak pada urang optimalnya kinerja 

pegawai karena tidak adanya penyemangat bagi pegawai yang bekerja dengan baik. 

Pegawai yang bekerja secara rajin merasa bahwa pendapatan yang mereka dapatkan 

sama dengan pegawai yang tidak rajin. Adanya pemotongan tunjangan kinerja yang 

seharusnya dapat menjadi pemicu bagi pegawai agar tidak telat dan tidak mendapatkan 

pemotongan pendapatan mereka. Pegawai juga mengaku bahwa pendapatan yang 

didapatnya setiap bulan haruslah digunakan sebaik mungkin agar dapat mencukupi 

kebutuhan kehidupannya. 

Oleh karena itu pegawai harus bisa mencari tambahan di luar menjadi seorang 

pegawai untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Balas jasa berperan penting 

untuk menciptakan disiplin kerja pegawai. Semakin besarnya balas jasa yang akan 

didapat tentu akan semain baik pula disiplin kerja pegawai. Pegawai sulit disiplin jika 

kebutuhan sehari-hari belum tercukupi. 

4) Sanksi Hukuman 

 

Sanksi hukuman memiliki peran penting dalam memelihara disiplin 
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pegawai, karena dengan adanya sanksi hukuman yang berat maka pegawai akan semakin 

takut untuk melanggar peraturan yang ada, sehingga perilaku indisipliner akan berkurang. 

Berat atau ringannya sanksi yang diterapkan juga mempengaruhi baik atau buruknya 

disiplin kerja pegawai. 

Hendaknya sanksi tersebut tidak terlalu berat supaya sanksi tersebut dapat 

dijadikan pelajaran untuk mendidik pegawai agar mengubah perilakunya. Sanksi hukuman 

yang wajar dapat bersifat mendidik dan akan menjadi motivasi untuk memelihara disiplin, 

seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah II: 

“Peraturan yang secara nyata terlihat dan langsung diterapkan itu 

sebenarnya adalah pemangkasan tukin 10% sesuai dengan ketentuan yang ada, dan sanksi 

tersebut dangsung dapat dirasakan pegawai jika pegawai melanggar peraturan, tapi ya 

dapat dilihat bahwa angka keterlambatan dapat dikatakan masih tinggi.” 

Hal ini menjelaskan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah menerapkan 

peraturannya, jika ada pegawai yang datang terlambat akan mendapatkan pemotongan 

tukin secara langsung dan pemotongan tersebut akan semakin besar jika waktu 

keterlambatan pegawai juga buruk. Pemotongan tukin ini dimaksudkan agar pegawai tidak 

melakukan salah satu tindakan indisipliner yaitu terlambat. Berat atau ringannya sanksi 

hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya disiplin kerja pegawai, 

sanksi hukuman harus diterapkan melalui pertimbangan yang tepat dan diinformasikan 

secara jelas kepada pegawai. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu ringan ataupun 

terlalu berat aagar hukuman tersebut tetap mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya. 

Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang 

melakukan tindakan indisipliner, bersifat mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk 

memelihara kedisiplinan instansi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

mengacu pada sebuah peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 ayat 4, yaitu: 
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“Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar 

peraturan disiplin PNS.” 

Adanya peraturan ini membuat pimpinan tidak semena mena dalam 

memberikan sanksi hukuman kepada pegawai yang melakukan perilau indisipliner. Dapat 

disimpulkan bahwa sanksi hukuman telah dilakukan secara tepat dan benar kepada 

pegawai yang melanggar peraturan yang ada, dan pimpinan tidak semena-mena dalam 

memberikan sanksi hukuman bagi bawahannya sebagaimana adanya peraruran pemerintah 

nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi hukuman yang 

diberikanpun bertujuan agar pegawai tidak mengulagi tindakan indisiplinernya. 

5) Ketegasan 
 

Ketegasan pimpinan dalam e;akukan tindakan akan memperngaruhi disiplin 

kerja pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untk menghukum setiap 

pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan 

yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi pegawai yang indisipliner akan 

disegani dan diakui kepemimpinannya oleh pegawai. 

Berikut pernyataan seorang pegawai LLDIKTI Wilayah II, yaitu: 

 

“pimpinan bisa dikatakan cukup tegas apabila menyangkut tindakan yang melanggar 

peraturan dan juga dapat memberikan tindakan kepada pegawai yang salah tersebut, 

karena memang sebagai pemimpin harus tegas dalam menjalankan kepemimpinannya, 

sikap pimpinan yang tegas juga sudah pasti akan membantu sikap disiplinya pegawai.” 

Dari penjelasan tersebut, pegawai dapat merasakan ketegasan pimpinan 

dengan cara adanya tindakan pimpinan untuk memberikan sanksi hukuman terhadap 

pegawai. Dengan ketegasan yang dicerminkan oleh pimpinan dapat memotivasi pegawai 

untuk menjadi disiplin dan instansi dapat mendapatkan efek positifnya. Dijabarkan pula 

bagaimana tegasnya pimpinan dalam memberikan sanksi, yaitu: 

“pimpinanitu kalo lihat kita salah misalkan telat, atau sudah istirahat sebelum jamnya pasti 

langsung memberikan teguran kepada pegawainya yang membuat kami menjadi segan 

dengan beliau dan mematuhi ketentuan yang ada di masa mendatang.” 

Dapat disimpulkan bahwa pimpinan telah memberikan sebuah sikap yang 
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tegas saat pimpinan memberikan sanksi secara lisan kepada pegawainya. Adanya sikap 

yang tegas ini membuat pegawai menjadi segan dan menyadari kesalahan mereka dan 

pegawai dapat memutuskan bahwa ke depannya untuk tidak melanggar peraturan yang ada. 

6) Hubungan Kemanusiaan 

 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu isntansi pemerintahan. Pemimpin harus 

dapat menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikar. 

Terciptanya hubungan kemanusiaan antar individu akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memberikan motivasi disiplin kerja yang baik 

pada pegawai di tempat kerjanya. 

Berikut adalah penjelasan dari Sekretaris LLDIKTI Wilayah II mengenai 

bagaimana cara pimpinan dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan pegawainya: 

“ketika ita menerapkan sikap disiplin kepada pimpinan ataupun pegawai, 

kita juga harus membangun hubungan yang baik, karena kalu kita berhubungan dengan 

baik antar sesama pegawai atau atasan pasti akan terciptanya suasana yang harmonis, 

akrab, tidak ada konflik. Makanya selalu diberikan koordinasi denganbawahan agar 

komunikasi terjalin dengan baik.” 

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kemanusiaan yang harmonis harus 

diterapkan. Dibuktikannya dengan adanya pimpinan yang mengkoordinasikan para 

pegawai, menjalin komunikasi yang baik sesama pegawai agar terciptanya suasana kerja 

yang harmonis. Pimpinan akan berusaha mencoba, mengubah kebutuhan serta keinginan 

pegawai melalui proses motivasi yang disampaikan melalui hubungan antar pimpinan dan 

pegawainya. Hubungan antar sesama individu di sebuah instansi lebih berfokus pada 

aspek-aspek manusiawi, hal ini diakarenakn pegawai memiliki kebutuhan dan keinginan 

informasi untuk mengetahui tugas-tugasnya dn mengerti seluruh tujuan dan strategi yang 

ada. Dapat disimpulkan bahwa hubungan kemanusiaan pegawai dengan pimpinan di 

LLDIKTI Wilayah II berhubungan dengan baik, dengan begitu adanya hubungan pegawai 
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dan pimpinan terjalin secara harmonis secara tidak langsung berakibat pada makin 

meningkatnya disiplin pegawai. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Merujuk pada hasil dan pembahasan Disipin Kerja Aparatur Sipil Negara Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II, dapat disimpulkan bahwa Disiplin Kerja Aparatur Sipil 

Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dapat dikatakan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari: 

1) Pegawai mendapatkan tugas sesuai dengan latar belakang bidang pendidikannya 

masing-masing, dan pegawai mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh pegawai 

2) Pimpinan telah memberikan teladan yang baik berupa arahan secara langsung kepada 

para pegawai, namun dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan di 

luar instansi membuat pegawai merasa bahwa mereka bisa untuk tidak disiplin tanpa 

adanya pengawasan dari pimpinan 

3) Pendapatan (gaji) dan kompensasi yang diterima pegawai telah sesuai dengan jabatan 

yang mereka emban, namun demikian pegawai merasa bahwa pendapatan yang didapat 

masih bekum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, pegawai yang disiplin 

merasa tidak adil jika pendapatan mereka sama dengan pegawai yang tidak disiplin. 

4) Sanksi Hukuman yang didapat oleh pegawai secara langsung saat melakukan 

pelanggaran jam masuk kerja telah dilakukan secara tepat dan benar, pemimpin tidak 

memberikan sanksi hukuman secara semena-mena kepada pegawainya 

5) Ketegasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengambil sikap menegur pegawai 

secara langsung jika pegawai melakukan kesalahan membangun motivasi bagi pegawai 

untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. 
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6) Hubungan kemanusiaan yang dibangun oleh pimpinan dengan pegawainya telah 

terlaksana dengan baik, adanya komunikasi yang baik antar pimpinan dan pegawai 

membuat individu ASN dapat menjalankan tugas dalam lingkungan yang harmonis. 

B. Saran 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini mengemukakan saran untuk Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II yang berkaitan dengan disiplin kerja aparatur sipil negara 

LLDIKTI Wilayah II, yaitu: 

1. Melaksanakan pelatihan dan pendidikan seperti pelatihan pendidikan prajabatan yang 

didapatkan oleh Calon ASN dapat dilakukan untuk seluruh ASN LLDIKTI Wilayah II 

dengan diselenggarakannya pelatihan dan pendidikan ini secara rutin satu tahun sekali, 

bertujuan untuk membangun menanamkan disiplin kerja pegawai. 

2. Pegawai LLDIKTI Wilayah II yang taat dan mematuhi peraturan seperti pegawai 

berprestasi, angka telat masuk kerja yang rendah, mematuhi jam pulang yang sesuai 

dengan peraturan yang ada seharusnya mendapatkan apresiasi berbentuk serifikat 

penghargaan dan juga berupa materi dari instansi agar pegawai dapat merasa dihargai dan 

memotivasi pegawai yang lain untuk meningkatkan disiplin kerjanya. 
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